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1.1 Latar Belakang

Menurut data lembaga PBB bidang ekonomi dan sosial bahwa pada tahun
2011 Perubahan iklim telah muncul sebagai salah satu masalah utama di awal abad
ke-21. Institut Studi Antariksa Goddard NASA menemukan bahwa suhu
permukaan global dalam dekade terakhir adalah 0,8°C lebih tinggi dari awal abad
ke-20, dengan dua pertiga dari pemanasan ini terjadi sejak tahun 1975 (Hansen et
al., 2010). Penelitian terbaru mengkonfirmasi bahwa jejak perubahan iklim yang
disebabkan manusia dapat dikenali dalam beberapa kejadian terkini (Min et al.,
2011). Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa indikator perubahan iklim telah
terjadi peningkatan tren selama abad ke-21, seperti peningkatan gelombang panas
dan peristiwa curah hujan yang tinggi (IPCC, 2001). Kejadian cuaca dan iklim
ekstrem harus diantisipasi untuk mengurangi risiko signifikan akibat dampak
perubahan iklim bagi masyarakat dan ekosistem (IPCC, 2012).

Tingkat perubahan iklim di masa depan tergantung pada sejumlah variabel
termasuk laju emisi gas rumah kaca, laju deforestasi, dan respons ekosistem
terhadap perubahan iklim. Yang mengkhawatirkan, sejak 1990, emisi gas rumah
kaca global telah meningkat sebesar 45%, dan sebesar 30% sejak tahun 2000
(Olivier et al., 2011). Secara global pada tahun 2010 saja, emisi meningkat sebesar
5,8% dimana hal ini belum pernah terjadi sebelumnya (Olivier et al., 2011).
Sementara itu, negosiasi untuk memberikan strategi mitigasi perubahan iklim
multi-nasional pasca Protokol Kyoto tidak mengalami kemajuan, padahal pada saat
yang sama kemampuan bumi untuk secara alami menyerap emisi gas rumah kaca
semakin menurun (Canadell et al., 2007). Oleh karena itu, untuk alasan ilmiah dan
geopolitik, kenaikan suhu permukaan rata-rata global sekitar 4°C sekarang
dianggap sebagai hal yang sangat serius (Hamilton, 2010; Betts et al., 2011).

Mengurangi risiko perubahan iklim sebesar ini akan menyebabkan perubahan sosial



dan ekonomi (Hamilton, 2010; Brown, 2011), terutama untuk wilayah perkotaan
(Rosenzweig et al., 2008). Bahkan pada tingkat yang lebih rendah dari proyeksi
perubahan iklim yang dihasilkan oleh Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan
Iklim (IPCC) (yaitu sekitar 2°C pemanasan pada akhir abad ini), serangkaian
dampak kompleks akan berpengaruh terhadap lingkungan alam, ekonomi dan
masyarakat, secara lokal dan global (IPCC, 2007; US Global Change Research
Programme (USGCRP), 2009).

Potensi dampak perubahan iklim dapat mengancam capaian pembangunan
berkelanjutan mendorong kesepakatan global secara khusus menempatkan Climate
Actions sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan 2030. Kesepakatan
dunia dalam merespons perubahan iklim juga terus dilakukan melalui pertemuan
tahunan Conference of Party (COP) yang diselenggarakan oleh United Nations on
Framework on Climate Change Conference (UNFCCC). Hasil pertemuan COP 21
tahun 2015 menghasilkan Kesepatakan Paris (Paris Agreement). Kesepakatan Paris
menyepakati perlunya upaya global untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata
global di bawah 2°C dibandingkan masa praindustrialisasi, serta diarahkan untuk
meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dalam upaya
menuju ketahanan iklim (KLHK, 2015).

Pemerintah Indonesia melalui Kesepakatan Paris berkomitmen tinggi untuk
memprioritaskan isu perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan nasional
dan daerah. Dengan penetapan UU No. 16 Tahun 2016 Pemerintah Indonesia
menyusun dokumen komitmen pemerintah melalui National Determined
Contribution (NDC) yang dikirimkan ke UNFCCC. Secara teknis dukungan
tersebut dilakukan dengan menerbitkan UU No. 46 Tahun 2016 tentang Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS merupakan rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
perencanaan pembangunan. Selanjutnya Pemerintah Indonesia mengeluarkan
Peraturan Menteri (PERMEN) No. P.33/2016 tentang penyusunan aksi adaptasi
perubahan iklim untuk mencapai strategi penanggulangan isu perubahan iklim dan

mendukung pelaksanaan KLHS.



Dengan tipologi daerah Indonesia yang beragam misalnya daerah pedesaan,
perkotaan, pegunungan, dataran rendah dan pesisir, maka pelaksanaan kegiatan
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim disesuaikan dengan karakteristik di masing-
masing daerah. Berbagai inisiatif pemerintah tersebut memerlukan dukungan
berbagai pihak agar dapat terlaksana dengan baik yang dituangkan pada Rencana
Aksi Daerah (RAD) dalam penurunan emisi Gas rumah Kaca yang ditetapkan
dengan peraturan Gubernur. Adaptasi dapat bersifat otonom dan insentif
bergantung pada pembuat kebijakan (IPCC, 2001). Sejalan dengan Otonomi
Daerah, dalam hal ini pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang
pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan mengandung maksud
untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup (Mina, 2016). Pelibatan para pemangku kepentingan yang efektif
serta pengelolaan pengetahuan adaptasi dan mitigasi perubahan di tingkat tapak
merupakan salah satu aspek penting untuk mencapai target pengendalian perubahan
iklim di tingkat nasional maupun global (Kementerian PPN/Bappenas, 2011).

Kota Yogyakarta merupakan Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
terletak di bagian tengah tepatnya diantara Kabupaten Bantul dan Kabupaten
Sleman menjadikan posisinya sangat strategis. Fungsi wilayah Kota Yogyakarta
tidak hanya sebagai pusat pelayanan politik dan administrasi, tetapi juga sebagai
pusat kegiatan ekonomi, jasa pelayanan, dan sosial budaya. Badan Pusat Statistik
(BPS) Kota Yogyakarta mencatat bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota
Yogyakarta pada 2012—2016 yaitu 1,46 persen dimana cenderung meningkat setiap
tahunnya. Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat ini berdampak pada
meningkatnya tekanan terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan
lingkungan hidup. Berdasarkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan
lingkungan Hidup (IKPLHD) Kota Yogyakarta Tahun 2018 isu prioritas terkait
lingkungan yang perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah Kota Yogyakarta
salah satunya mengenai penanganan perubahan iklim.

Adaptasi terhadap perubahan iklim di daerah perkotaan seperti Kota
Yogyakarta menghadirkan tantangan yang kompleks dan merupakan tindakan yang

relatif baru untuk kota-kota di Indonesia. Tidak ada standar baku untuk perencanaan



dan adaptasi pada skala kota (Anguelovski & Carmin, 2011) sehingga kota
Yogyakarta perlu mengadopsi berbagai pendekatan untuk perencanaan dan
implementasi tindakan adaptasi. Pendekatan untuk adaptasi perkotaan harus
bertingkat dan multidimensi (Archera et al., 2014). Adaptasi harus dikombinasikan
dengan mekanisme lain untuk mendukung kemampuan masyarakat lokal peran
pemerintah daerah dalam melaksanakan adaptasi (Dodman dan Mitlin, 2011).
Berikut kerangka kerja perubahan iklim perkotaan menurut Carter, Cavan,
Connelly, Guy, & Handley (2014) pada Gambar 1.1 :
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Gambar 1.1 Kerangka kerja perubahan iklim dan penilaian risiko perkotaan

Sejak tahun 2007 pemerintah Kota Yogyakarta telah menerapkan
pelaksanaan Program Kampung Hijau. Program Kampung Hijau merupakan
program pemerintah daerah Kota Yogyakarta yang diadaptasi dari Program
Nasional Kampung Iklim (ProKlim) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya sehingga
seluruh pihak terdorong untuk melaksanakan aksi nyata yang dapat memperkuat
ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi
terhadap upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).



Kampung Gemblakan Atas adalah salah satu kampung yang telah
melaksanakan program Kampung Hijau dari Pemerintah Kota Yogyakarta dan
mendapatkan penghargaan juara 3 lomba Kampung Hijau tingkat Kota Yogyakarta
tahun 2018. Letak Kampung Gemblakan Atas yang berada dekat dengan pusat
perekonomian Kota Yogyakarta (“Kawasan Malioboro”) menyebabkan kawasan
ini menjadi incaran para pendatang (urbanis) untuk bermukim, sehingga lingkungan
perumaham semakin padat. Kepadatan bangunan bisa dikategorikan sangat tinggi
dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sulit ditemukan. Sebelum melaksanakan kegiatan
Kampung Hijau, Kampung Gemblakan Atas mengalami berbagai permasalahan
lingkungan seperti banjir akibat luapan air Sungai Code, longsor diareal
pemukiman, lingkungan gersang minim pepohonan, dan permasalahan sampah
yang belum mampu dikelola. Namun melalui Program Kampung Hijau,
keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan sampai evaluasi mampu
mewujudkan efektifitas program pemerintah dalam usaha untuk mengurangi
permasalahan lingkungan.

Kriteria Kampung Hijau mencakup penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta terbentuknya kelompok masyarakat
dan dukungan keberlanjutan yang terwujud dari partisipasi masyarakat.
Pelaksanaan Kampung Hijau perlu diawali dengan perencanaan sampai dengan
evaluasi yang baik. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk meneliti
mengenai “Analisis Kerentanan Sosial, Peran Pemerintah daerah dan Partisipasi
Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Hijau di Kampung Gemblakan Atas

Kota Yogyakarta”.
1.2 Perumusan Masalah

Meskipun dampak perubahan iklim bersifat global dalam hal asal dan ruang
lingkup, namun respon adaptif penting dilakukan pada skala lokal (Ruth dan
Coelho, 2007). Di wilayah dengan kerentanan sosial tinggi cenderung memiliki
lebih sedikit sumber daya untuk bersiap, mengatasi, dan pulih dari bahaya iklim.
Studi yang dilakukan oleh Roberts dan Donoghue (2013) menyebutkan sulitnya

menjaga keseimbangan yang adil antara perencanaan pembangunan jangka panjang



sementara secara bersamaan memperhatikan kebutuhan lingkungan lokal yang
paling mendesak. Akibatnya, pemerintah daerah perlu mengandalkan proses
partisipatif untuk mengatasi masalah keadilan dan kesetaraan dalam upaya
pencegahan dampak perubahan iklim (Bulkeley et al., 2013).

Sejarah panjang Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat
kegiatan menjadikan kepadatan penduduk menjadi isu yang penting (Sunariya,
2018). Sebagian besar kecamatan di Kota Yogyakarta memiliki kepadatan
penduduk di atas 10.000 jiwa/km?. Berdasarkan data Disdukcapil Kota Yogyakarta
Tahun 2017, kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 adalah
12.347 jiwa/km?. Selanjutnya Kota Yogyakarta sebagai kota multi predikat yang
memiliki daya tarik tersendiri bagi daerah sekitarnya. Sebagai kota wisata telah
memacu percepatan pembangunan fasilitas wisata seperti hotel, mall, dan tempat-
tempat rekreasi. Sebagai kota pelajar diperlukan berbagai fasilitas pendukung
diantaranya perluasan gedung dan juga bangunan rumah tinggal (asrama dan rumah
kost) untuk para pelajar dan mahasiswa dari luar kota. Namun selain memberikan
dampak positif berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi, perkembangan Kota
Yogyakarta juga memberikan dampak negatif yaitu berupa pencemaran air,
pencemaran udara, kerusakan lahan, dan sampah/limbah.

Berdasarkan data BMKG, Kota Yogyakarta memiliki curah hujan yang tinggi
yaitu sekitar 2.000 mm/thn. Dengan adanya dampak perubahan iklim berupa
peningkatan curah hujan dapat menjadi ancaman pada saat musim penghujan tiba.
Pertumbuhan lahan terbangun telah menurunkan kemampuan tanah untuk
menyerap air sehingga badan sungai tidak mampu menampung seluruh air yang
masuk. Hal ini menyebabkan air meluap dan menyebabkan bencana banjir disekitar
bantaran sungai. Selain itu Kutanegara (2014) menyoroti fungsi sungai di Kota
Yogyakarta telah berubah menjadi drainase raksasa atau seperti tempat
pembuangan sampah dan limbah masyarakat sebagai penyebab terjadinya berbagai
masalah lingkungan. Hal ini dapat diperparah dengan adanya material gunung
Merapi yang terbawa arus dan menyebabkan pendangkalan sungai (Mujiatun,
2017).



Aktivitas manusia yang cenderung mengedepankan kebutuhan ekonomi dan
sosial dan mengesampingkan ekologi dapat meningkatkan potensi bencana akibat
pengaruh dampak perubahan iklim. Bencana iklim ini membutuhkan perhatian
karena dapat menyebabkan kerusakan dan bila tidak ditanggulangi akan
menyebabkan kerugian yang lebih besar (Archera et al., 2014). Astuty dan
Hizbaron (2017) menyebutkan bahwa kearifan lokal yang berada ditengah-tengah
masyarakat mampu untuk mengelola alam semesta dan menjaga keseimbangan
ekologis terhadap berbagai gangguan bencana yang ditimbulkan dari aktivitas
manusia ataupun bencana yang terjadi secara alami.

Dalam penelitian ini, pokok masalah yang dijadikan fokus penelitian meliputi
aspek tempat (place) yaitu Kampung Gemblakan Atas yang terletak di Kelurahan
Suryatmajan Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta merupakan salah satu
kampung yang berada di bantaran Sungai Code yang menjadikan kerentanan cukup
tinggi akan terjadinya genangan, terutama jika sungai meluap. Hujan dengan
intensitas yang tinggi dalam waktu cukup lama dapat mengakibatkan permukiman
di bantaran sungai dilanda banjir, selain itu topografi yang landai mengakibatkan
longsor terjadi diareal pemukiman warga Kampung Gemblakan Atas. Lokasi
kampung yang berdekatan dengan pusat perekonomian dan wisata Malioboro
mengakibatkan kepadatan penduduk juga tinggi, sehingga apabila terjadi bencana
banyak warga yang akan terkena dampak. Khusus penggunaan lahan di Kampung
Gemblakan Atas sampai saat ini didominasi oleh lahan permukiman yang
menunjang sektor jasa seperti kegiatan perdagangan dan pariwisata, sebaliknya
untuk lahan pertanian tidak ada. Aspek aktivitas (activity) meliputi upaya dan
kebijakan melalui Program Kampung Hijau yang dilaksanakan oleh Pemerintah
daerah Kota Yogyakarta dalam menanggulangi dampak negatif dari aktifitas
pembangunan yang dilakukan oleh manusia yang berkontribusi dalam
menyumbang emisi GRK. Aspek pelaku (actor) yaitu partisipasi masyarakat yang
melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Bagi warga Kampung
Gemblakan Atas kearifan lokal untuk turut menjaga lingkungan telah tumbuh dan
berkembang menjadi budaya yang perlu dilestarikan.



Dari uraian permasalahan diatas, diajukan beberapa pertanyaan penelitian

sebagai berikut :

1.

Bagaimana tingkat kerentanan sosial masyarakat dalam menghadapi
dampak perubahan iklim di Kampung Gemblakan Atas?

Bagaimana peran Pemerintah daerah dalam pengembangan Program
Kampung Hijau di Kampung Gemblakan Atas?

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kampung Hijau dan

faktor apa saja yang mempengaruhinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian bertujuan untuk

menjawab pertanyaan berikut:

1.

Mengkaji tingkat kerentanan sosial masyarakat dalam menghadapi dampak
perubahan iklim di Kampung Gemblakan Atas.

Menganalisis peran Pemerintah daerah dalam pengembangan Kampung
Hijau di Kampung Gemblakan Atas.

Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kampung

Hijau serta mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhinya

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian

ini adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini berguna sebagai persyaratan akademik
dalam menyelesaikan program Sarjana Strata 2 pada program studi
Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas
Diponegoro.

2. Penelitian ini merupakan sumbang asih terhadap perkembangan
pengetahuan terutama dalam bidang Iimu Lingkungan khususnya yang
berkaitan dengan peran Pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat
dalam implementasi kebijakan pengembangan Program Kampung Hijau

di Kota Yogyakarta



1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian tentang konsep ketangguhan dalam menghadapi perubahan iklim
yang dilakukan (Yuniarti, 2015) pada masyarakat Desa Nglegi Kecamatan Patuk,
Kabupaten Gunung Kidul untuk mengungkap faktor yang berpengaruh terhadap
implementasi kegiatan. Hasilnya menyatakan bahwa latar belakang yang mendasari
praktik kegiatan ketangguhan yang dilakukan oleh masyarakat adalah dalam rangka
bertahan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Sektor kegiatan yang dominan
dilakukan yaitu adaptasi dan mitigasi pertanian.

Mardika (2017) menggunakan metode studi kasus dan pendekatan
deskriptif  kualitatif untuk mendeskripsikan faktor-faktor ~pemberdayaan
masyarakat dalam upaya mewujudkan kampung iklim di Dusun Serut, Kabupaten
Bantul. Pemberdayaan masyarakat diuraikan sebagai proses yang berperan
mengembangkan potensi masyarakat, dari skala individu kemudian berhasil
berkembang menjadi skala kelompok. Faktor internal yang mempengaruhi
keberhasilan Kampung Iklim ini adalah kondisi alam, kearifan lokal sebagai bagian
budaya masyarakat, tokoh masyarakat yang berhasil mengayomi dan menjadi
contoh ditengah masyarakat. Dukungan dari pemerintah daerah dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi faktor ekternal pendukung
kegiatan. Beberapa penelitian lainnya juga membahas mengenai ProKlim dalam
konteks pemberdayaan masyarakat sebagai objek penelitian antara lain dilakukan
oleh Ghina (2017) dengan judul “Kampung Iklim: Pengelolaan Lingkungan
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat” dan Faedlulloh et al. (2019) berjudul
“Program Unggulan Kampung Iklim (ProKlim) Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat”.

Pengkajian mengenai perpaduan antara tradisi dan karakter yang
berkembang dimasyarakat oleh Naim dan Hindmarsh (2019), ternyata menjadi
modal potensial dalam mendukung efektifitas pelaksanaan adaptasi perubahan
iklim di Indonesia. Dari penelitian-penelitian terdahulu, kebanyakan penelitian
berfokus pada bottom-up proses dalam pengembangan kampung iklim. Selanjutnya

penelitian ini berusaha memanfaatkan gap research yang ada yaitu dengan
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menambahkan pada pengembangan Kampung Hijau melalui kebijakan top-down,
dimana kebijakan ini dalam konteks pemberdayaan masyarakat dianggap kurang
mendukung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Indonesia sebagai salah satu
negara kepulauan terbesar sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, namun
disisi lain masyarakatnya sangat bergantung pada sumberdaya alam. Sehingga
paradigma baru Good Governance dan Good Environmental Governance dalam
konsep pembangunan berkelanjutan perlu diintegrasikan dalam perencanaan
lingkungan (Budiati, 2012). Peran pemerintah daerah Kota Yogyakarta dalam
mengimplementasikan Program Kampung Hijau disesuaikan dengan potensi dan
permasalahan di daerahnya masing-masing diharapkan dapat mensukseskan target
penurunan emisi GRK secara nasional.

Dalam penerapan Good Governance partisipasi masyarakat sama penting
dengan peran pemerintah. Partisipasi disini diartikan sebagai kebebasan masyarakat
dalam menyalurkan pendapat melalui kelembagaan-kelembagan di pemerintah dan
masyarakat ikut dilibatkan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya.
Selanjutnya keaslian penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu dilihat dari
analisa partisipasi masyarakat. Dimana penelitian-penelitian sebelumnya
cenderung menggunakan pendekatan kualitatif dan  deskriptif  untuk
mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat, namun pada penelitian ini tingkat
partisipasi akan dianalisis menggunakan analisa statistik. Uraian penelitian-

penelitian terdahulu dapat dipelajari pada Tabel 1.1.
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Tabel 1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No | Peneliti/Penulis Judul Metodologi | Research/Theory Temuan/Hasil Saran
(Tahun) Gap
1. | (Habibi dan | Model Spasial | Kuantitatif dan | Kerentanan sosial | Hasil ~analisis kerentaanan sosial, ekonomi dan
Buchori, 2013) Kerentanan analisis spasial | dan ekonomi | kelembagaan menunjukkan bahwa dari 124 dusun yang

Sosial Ekonomi masyarakat serta | ada di KRB Ill Kecamatan Dukun dan Srumbung, 37
dan kelembagaan dusun diantaranya merupakan kerentanan rendah.
Kelembagaan yang dimodelkan | Sedangkan 81 dusun dengan kerentanan sedang dan 6
terhadap secara spasial dusun dengan kerentanan tinggi
Bencana
Gunung Merapi

2. | (Effendi, 2012) Kajian Tingkat | Deskriptif Kerentanan Kriteria sensitivitas merupakan faktor yang terpenting
Kerentanan kuantitatif masyarakat menghadapi perubahan iklim dibandingkan dengan
Masyarakat terhadap kemampuan adaptasi dan paparan. Tingkat kerentanan
terhadap perubahan iklim | didominasi kategori rendah-sedang.  Strategi adaptasi
Perubahan Iklim dan strategi | difokuskan pada konservasi tanah dan air
dan Strategi adaptasinya
Adaptasi dianalisis  secara
berbasis spasial  berbasis
Daerah  Aliran pengelolaan DAS
Sungai
(Studi  Kasus :
Sub Das Garang
Hulu)

3 | (Kamsuari, 2011) Strategi dan | Metode survai | Kajian  strategi | Strategi dan peranan yang diterapkan oleh Pemerintah
Peranan analisis  data | yang diterapkan | daerah Kab. Indramayu dinilai cukup berhasil dengan

Pemerintah serta

deskripitif

dalam rehabilitasi

berjalannya Program Gerhan seluas 263,7 Ha, Program
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Berkelanjutan
(Kasus di Desa
Ponggok
Kecamatan
Polanharjo Kab.
Klaten)

tingkat partisipasi
masyarakat

No | Peneliti/Penulis Judul Metodologi | Research/Theory Temuan/Hasil Saran
(Tahun) Gap

Partisipasi hutan mangrove | Non Pemerintah seluas 98 Ha dan Program Insentif
Kelompok dan optimalisasi | Swadaya seluas 124,5 Ha. Adapun program penyuluhan
Masyarakat peranannya oleh | memiliki tingkat keberhasilan sedang karena kurangnya
dalam Pemerintah personil dan dana terbatas. Partisipasi kelompok
Rehabilitasi daerah dan | masyarakat dalam rancangan dan rehabilitasi hutan
Hutan Mangrove partisipasi mangrove sangat tinggi disemua strata. Partisipasi
(Desa  Pabean kelompok masyarakat sekitar mangrove menunjukkan tingkat
Ilir Kec. Pasekan masyarakat partisipasi sangat rendah, karena umumnya masyarakat
Kab. Indramayu maupun Non | belum mengerti tentang hutan mangrove
Prov. Jabar) Pemerintah

4. | (Nurhayati, 2019) Partisipasi Analisis Kajian partisipasi | Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengelolaan
Masyarakat regresi  linier | masyarakat dalam | umbul Pongok dilihat dari unsur fisik, biotik dan
dalam berganda pengelolaan kebudayaan yang ada, hasilnya menunjukkan kurang
Pengelolaan Wawancara Umbul Ponggok | sesuai dengan prinsip ekowisata terutama dalam kegiatan
Ekowisata Terstruktur dan analisis | konservasi. 2) Belum ada partisipasi masyarakat dalam
Umbul Ponggok hubungan  lima | kegiatan pengelolaan Umbul Ponggok. 3) Tidak terdapat
Mewujudkan unsur  pedoman | hubungan antara unsur pendidikan dengan tingkat
Lingkungan penyelenggaraan | partisipasi masyarakat, dan terdapat hubungan antara unsur
Hidup ekowisata dengan | perlindungan atau pembelaan, Kketerlibatan komunitas

setempat, pengawasan dan konservasi dengan tingkat
partisipasi masyarakat. 4) unsur dominan yang
mempengaruhi adalah pengawasan.
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5 | (Yuniarti, 2015) Konsep Deskriptif Mendeskripsikan | Konsep ketangguhan iklim versi masyarakat berbeda
Kampung kualitatif konsep dengan konsep Kampung Iklim tujuan pemerintah. Pada
Tangguh  Iklim ketangguhan masyarakat Desa Ngelegi kegiatan dilakukan dalam
dalam Perspektif iklim berdasarkan | rangka pemenuhan kebutuhan dasar, sedangkan konsep
Masyarakat persepsi pemerintah adalah dalam rangka mengurangi dampak
Desa Nglegi masyarakat  dan | perubahan iklim. Sedangkan faktor yang mempengaruhi
Kecamatan faktor yang | pelaksanaan kegiatan antara lain kondisi alam, adanya
Patuk mempengaruhi kesadaran dan partisipasi masyarakat, dukungan dari
Kabupaten implementasi pemerintah daerah dan LSM, keberadaan tokoh
Gunungkdul kegiatan. masyarakat yang berhasil memotivasi warga, kelembagaan

yang kuat.

6 | (Mardika, 2017) Pemberdayaan Deskriptif Pemberdayaan Bangkitnya masyarakat Dusun Serut dari keterpurukan
Masyarakat  di | kualitatif masyarakat pasca gempa bumi yang terjadi di DIY tahun 2006
Dusun Serut didefinisikan merupakan titik awal “Gerakan ekonomi Hijau”, yang
Kabupaten dalam upaya | kegiatan-kegiatannya mirip dengan kategori Kampung
Bantul  dalam mencapai Iklim. Kesamaan nasib dan tujuan menyebabkan
Upaya Menuju program kampung | terbentuknya  kelembagaan  kemasyarakatan  yang

Kampung Iklim

iklim. Selanjutnya
dicari unsur yang
mempengaruhi
terjadinya
pemberdayaan
tersebut

mewadahi proses pemberdayaan masyarakat. Faktor yang
berperan disini antara lain kondisi alam, budaya
masyarakat, peran pemimpin lokal dan peran pemerintah.







